PEMERINTAHIN KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat dalan Mharma Prags Gunaing Tioge Batalicin Telp (051570044 Fax (05 18] 75264

Kabupaten Tanoh Bumhy fode Foa 72171 Email: dispmprapioeg Sivgrnnilesm
Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR : B/510.4/ 4 171 /DPMPTSP-P.2/IX /2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

TINGEAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK-KB KASTH IBU DESA PULAU SATU

KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU

L.

BUPATI TANAH BEUMET,

bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala TK-KB Kasih by
Nomor B/421.1/07/PT.KI/1X /2019 Tanggal 4 September 20149:

bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan

Hebudayvaan kabupaten Tanah Bumbu Nomor
B/421.1/10435/ Disdikbud-UDI/ VI 2019 Tanggal 09

September 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembenan lzin Operasional PAUD Kasih lbu [Desa Pulau
Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelengparaan
Megara wang Bersih dan Bebas dari Keorupsi, Kolusi, dan
Nepotismme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumhbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265];

Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4301);

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Momeor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

2, Undang-Undang . . .



14,

16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Magicnal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomoer 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Fembagian
Urusan Pemerintahan Antara. Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor $737),

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar [Lembaran MNegara Republik Indenesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia
MNomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Penyvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidilkkan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),

Peraturan  Presiden MNomor 97 Tahun 2014  tentang
Penvelenpgaraan  Pelavanan  Satu Pintu  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2421);

Keputusan Mentern Pendidikan Nasional Nomor O0G0/U /2000
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 84 Tahun
2014 rentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penvelengearaan Pelayanan Terpadu Satu Pinta Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lemharan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008
Nomaor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok
dan Susunan Orpanisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu [Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2011 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kahupaten
Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu {Lembairan



17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisas: Perangkat Daerah [Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

15, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan
Dokumen Penzinan dan Non Penzinan Pada Dinas Penanamarn
Madal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu (Bernta Daerah
Kabuparen Tanah Bumbu Tahun 2017 Namor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD}] TK-KB KASIH IBU DESA
PULAU SATU KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH

BUMBL.

KESATU : Pemberian lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dind (PAUD} TK-KB
Hasih [bu Desa Pulau Satu Recamatan Kusan Hilir Kebupaten Tanah
Bumina,

KEDUA  CGuna kelengkapan  serta mendukung  proses  kegiatan  belajar

mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal
hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini batk tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana vang selalu
diperiukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,

2. Mempersiapkan tenaga edukatif vang diperlukan sesuai dengan
kurikulum yang berlaku,

3. Mengupayvakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai
kebutuhan,

KETIGA - 1zin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK-KB Kasih Tbu
Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan

kegiatantnva sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang
vang berlaku,

KEEMPAT : Eeputusan i berlaku mulal tangegal ditetapkan, apabila terdapat
keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tangeal 1 7 SEP 2019

APRUDIN. AP, M.A.P
fia Utama Muda

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaien Tanah Bumba,
20 Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR

B/310.4f 4474 /DPMPTSP-P.2/
IX/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIEAN
ANAK USIA DINI (PAUD] TK-KB
KASIH IBU DESA PULAU SATU
KECAMATAN KUSAN HILIR
KABUPATEN TANAH BUMBU.
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